(0WOS

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka


Universitas Terbuka
Stamp


16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Program
1. Program NTAADP

Program Nusa Tenggara Agricultural Area Development Project
(NTAADP) dan Sulawesi Agricultural Area Development Project (SAADP)
merupakan proyek yang didanai Bank Dunia, dengan nomor pinjaman 4007 IND.
Proyek ini disetujui pada tanggal 17 Juni 1996, dan direncanakan akan
dilaksanakan selama 7 (tujuh) tahun (1996-2003). Total anggaran proyek ini
sebesar US$ 42,6 juta dengan komposisi pembiayaan pinjaman sebesar US$ 26,8
juta atau 63 persen dan dana pemerintah senilai US$ 15,8 juta atau 37 persen
(Pontoh, et.al. 2002; S1).

IMS-Nusa Tenggara Agriculture Area Development Project (NTAADP)/
Loan No. 3984-IND. Program Inisiatif Masyarakat Setempat (IMS-NTAADP)
merupakan kelanjutan dari proyek NTAADP yang dimulai pada tahun 1996/1997.
Pada awal kegiatan, NTAADP lebih ditujukan pada pemberian bantuan sarana
pertanian seperti bibit tanaman, sapi atau babi yang diikuti oleh pembangunan
infrastruktur, serta pemberian kredit mikro. Jenis bantuan yang diberikan
tergantung kebutuhan dan keputusan instansi terkait.

Pelaksanaan NTAADP di kabupaten melibatkan LSM pelaksana dan
berkoordinasi dengan dinas terkait dalam komisi pelaksana. Adanya kerja-kerja
kolaboratif yang melibatkan banyak pihak, dapat memberikan kesempatan untuk

penguatan kelembagaan masyarakat. Pada tingkat desa, fasilitator dan petugas
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teknis lapangan mengkolaborasikan kerjasama KAM, federasi, LPD, relawan.

Berikut struktur organisasi pelaksana NTAADP.

Nasional LSM-Nasional BKP Komisi
(usaha mikro dan pelestanan ingkungan}) g (koordinator nasional) Pengarah
4 4
y
Propinsi - Tataguna Lahan, «— BKP/BUKPD/BBKR < Komisi
Pelestarian Lingkungan dan Usaha Mikro {koordinator propansi) Teknis
h 4 3
—-—-—-----1--—------_--—1—-------q--l
A h 4
; ; Komisi
Kabupaten —> KPADinas Pertanian «—>
ipa LSM-Lokal {pelaksana) (atala kabupaten) Pelaksana
h
- W e TN A e S EE R e oD —n B En R Ga B ER ) TW ED O aE] S UV BB BN BB BN UE S @S W aW 8
A
Desa Fasilitator » Petugas teknis lapang
A
A

Gt 5 Gy

Gambar 4.1 Tingkatan Kegiatan IMS NTAADP

Secara umum tujuan dari NTAADP adalah 1) meningkatkan pendapatan
petani melalui peningkatan sistem pertanian dan kegiatan ekonomi produktif; 2)
membina praktek-praktek bertani yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan; 3) mendukung pemerintah daerah dan perbaikan desa miskin melalui
kegiatan penciptaan pendapatan (income-generating); 4) meningkatkan
kemampuan instansi-instansi lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program-

program pengembangan pertanian; 5) membangun infrastruktur pedesaan dengan
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inisiatif masyarakat lokal; 6) menyediakan bantuan untuk pembangunan regional;
6) membina partisipasi berbasis luas pada tingkat masyarakat; 7) mengembangkan
kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Fokus kegiatan NTAADP pada pengembangan UPKD (unit pengelola
keuangan desa), dengan lingkup kegiatan:
1.IMS Sistem Usaha Tani (Suta). IMS (inisiatif masyarakat setempat)
meliputi kegiatan Suta lahan beririgasi: intensifikasi tanaman padi sawah,
penangkaran benih padi sawah. Suta lahan kering terpadu seperti, Jambu
Mete, tanaman keras/buah-buahan, Suta lahan kering konservasi,
rehabilitasi tanaman perkebunan (Jambu Mete, Kopi), pengembangan
lahan pekarangan dan kebun bibit desa.
2.IMS Penggemukan Sapi. Penggemukan sapi ternak ini hanya untuk ternak
Sapi atau Kerbau. Sementara untuk Unggas termasuk dalam kegiatan IMS
Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
3.IMS Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Ruang lingkupnya adalah berbagai
jenis usaha kelompok sasaran yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh
masyarakat dan belum tertampung dalam komponen IMS lainnya.
Mekanisme program NTAADP ini bertumpu pada UPKD sebagai penyalur
modal bagi pengembangan usaha masyarakat miskin yang tergabung dalam
IMS/Pokmas. IMS Suta, penggemukan Sapi dan IMS UEP dalam menjalankan
usahanya mengajukan permohonan modal pada UPKD. Proposal Pokmas yang
diajukan kepada UPKD dilakukan verifikasi tingkat desa yang dilakukan oleh Tim
Verifikasi Proposal. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan IMS NTAADP seperti

terlihat pada gambar 4.2.
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Sosialisasi Program IMS NTAADP

= =

Rapat Anggota Tahunan UPKD

==

Pembentukan Badan Pengawas (BP)
UPKD

==

Pelatihan Manjemen Adminsitrasi
dan Keuangan UPKD

= =

Rapat Koordinasi Pokja Kecamatan

==

Pemantapan Tim Verifikasi
Proposal IMS/Pokmas

= =

Workshop Peluang Usaha dan
Pemasaran hasil Usaha

J L

Kegiatan UPKD

Sumber: Laporan Triwulan NTAADP 2002

Gambar. 4.2 Tahapan Kegiatan IMS NTAADP

Untuk membantu pengelolaan pelaksanaan proyek, disediakan tenaga
bantuan manejemen di berbagai tingkatan yaitu :

1. Tim konsultan terdiri dari Konsultan Pengembangan Wilayah, Konsultan

Keuangan, dan Konsultan Kredit Mikro. Konsultan ini berada di Bappeda

Propinsi dan Bappeda masing-masing Kabupaten.
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2. Fasilitator berasal dari LSM, fasilitator ini bertempat di kecamatan dan
desa lokasi proyek yang berfungsi memfasilitasi dan mendampingi
kelompok masyarakat penerima proyek.

3. PPL yang berfungsi memfasilitasi dan mendampingi kelompok
masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang IMS sistem usahatani dan
IMS Peternakan.

Alokasi anggaran pada NTAADP dari 1996 — 2002 sebanyak 85%
bersumber pembiayaan NTAADP bersumber dari pinjaman (loan) Bank Dunia.
Sisanya bersumber dari APBN, APBD I dan APBD Ii. Lokasi NTAADP berada di
42 desa dengan 42 UPKD tersebar di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten
Sumbawa. Setelah program ini berakhir di tahun 2003, perkembangan
kelembagaan UPKD mengalami kemunduran. Hal ini terlihat pada tahun 2009
kondisi UPKD telah banyak yang tidak aktif.

Seiring perjalanan waktu keberadaan UPKD akan mengalami perubahan
bahkan kemunduran. Data pada paragrap diatas menunjukkan hal demikian. Dari
42 UPKD yang aktif 17 UPKD tahun 2007 dan di tahun 2009 jumlah UPKD yang
masih beroperasi aktif menjadi 9 UPKD. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 dan
tabel 4.1. Dari tabel ini menujukkan bahwa akibat tidak berkesinambungannya
kelembagaan keuangan pedesaan, dapat membuat masyarakat kehilangan sumber

pembiayaan dan negara mengalami kerugian.
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Tabel 4.1 Kondisi UPKD di Kabupaten Sumbawa Sumber Pembiayaan

NTAADP Tahun 2009

Status -
No | Kecamatan Desa Sumber dana | Besar Dana Kondisi
1. | Ropang Lebangkar NTAADP 256.745.000 | Tidak aktif
Lebin NTAADP 208.066.000 | Tidak aktif
2. | Lantung Lantung NTAADP 268.380.000 | Tidak aktif
3. | Lenangguar | Tatebal NTAADP 268.380.000 | Beroperasi
Lenangguar NTAADP 206.561.000 | Beroperasi
4. | Plampang | Lab. Teluk Santong | NTAADP 245.190.000 | Tidak aktif
Sepakat NTAADP 291.302.650 | Beroperasi
Sepayung NTAADP 262.807.500 | Tidak aktif
Muer NTAADP 245.190.000 | Beroperasi
Plampang NTAADP 278.020.500 | Beroperasi
5. | Maronge Maronge NTAADP 250.323.000 | Beroperasi
Simu NTAADP 198.866.000 | Beroperasi
6. |{ Empang Boal NTAADP 247.663.000 | Tidak aktif
Jotang NTAADP 223.569.500 | Tidak aktif
Empang Atas NTAADP 256.294.500 | Tidak aktif
Empang Bawah NTAADP 213.358.000 | Tidak aktif
Ongko NTAADP 197.500.000 | Tidak aktif
7. | Tarano Labuan Bontong NTAADP 264.652.000 | Beroperasi
Bantulanteh NTAADP 179.510.000 | Tidak aktif
Labuhan Aji NTAADP 194.000.000 | Tidak aktif
Labuhan Jambu NTAADP 211.415.000 | Beroperasi
Mata NTAADP 181.667.000 | Tidak aktif
8. | Lunyuk Lunyuk Rea NTAADP 220.150.000 | Tidak aktif
Lunyuk Ode NTAADP 262.385.500 | Tidak aktif
Padasuka NTAADP 239.700.500 | Tidak aktif
Sukamaju NTAADP 289.338.750 | Beroperasi
Jamu NTAADP 238.096.000 | Tidak aktif
TOTAL 6.449.130.900

Sumber: Berita Acara Serah Terima Aset Nomor: 042.10/063.a/PPE-Bappeda,

2009

Disamping sumber pembiayaan UPKD dari NTAADP juga terdapat

UPKD dengan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Sumbawa. Jumlahnya lebih

kecil dari UPKD yang sumber pembiayaannya NTAADP, seperti dalam tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Kondisi UPKD di Kabupaten Sumbawa Sumber Pembiayaan
APBD Tahun 2009

Status -

No | Kecamatan Desa Sumber dana | Besar Dana Kondisi
1. | Lape Labuhan Kuris APBD Kab 116.000.000 | Beroperasi
2. | Lopok Lopok APBD Kab 66.500.000 | Beroperasi
Langam APBD Kab 106.7000.000 | Beroperasi
3. [ Moyo Hilir | Moyo APBD Kab 116.000.000 | Tidak Aktif
Kakiang APBD Kab 116.000.000 | Tidak Aktif
Berare APBD Kab 116.000.000 | Beroperasi
Olat Rawa APBD Kab 66.500.000 | Beroperasi
4. | Utan Motong APBD Kab 65.000.000 | Tidak Aktif
Sabedo APBD Kab 126.188.000 | Beroperasi
Jorok APBD Kab 116.000.000 | Tidak AKtif
5. | Buer Labuhan Burung | APBD Kab 116.000.000 | Tidak Aktif
6. | Alas Juran Alas APBD Kab 126.000.000 | Tidak Aktif
Alas Luar APBD Kab 66.500.000 [ Beroperasi
7. | Alas Barat | Labuhan Mapin | APBD Kab 66.500.000 | Tidak Aktif
Mapin Kebak APBD Kab 66.500.000 | Tidak Aktif

TOTAL 1.452.388.000

Sumber: Berita Acara Serah Terima

2009

Aset Nomor: 042.10/93.a/PPE-Bappeda,

Program NTAADP di Kabupaten Sumbawa di mulai 2003 — 2007. Sejak

2008 Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan bekerjasama dengan GTz-Profi

melanjutkan pengembangan UPKD Program NTAADP sebelumnya. GTz-Profi

merupakan lembaga kerjasama Jerman dan Indonesia. Melalui kerjasama ini

dilakukan serangkaian upaya agar UPKD yang masih beroperasi dapat menjadi

Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang sehat sesuai dengan indikator

kesehatan sebuah lembaga keuangan. Fase terjadi transformasi dari UPKD ke

BUMDes LKM (Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro), yang

mana proses transformasi berlangsung selama 2008-2010. Proses transformasi

dilakukan pada UPKD yang masih beroperasi, baik UPKD NTAADP maupun

UPKD APBD Kab. Sumbawa.
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Dari 16 UPKD yang masih beroperasi/aktif (9 UPKD NTAADP dan 7
UPKD APBD), hanya 10 UPKD yang berhasil melakukan transformasi menjadi
BUMDes LKM yang sehat hingga 2011. Selanjutnya 10 BUMDes LKM ini dapat
melayani masyarakat di 10 desa dengan kredit bermasalah atau NPL (Non
Performance Loan) dibawah 5%. Seperti yang tunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Perkembangan Keuangan BUMDes LKM per Oktober 2010

No | Nama BUMDes | Total Asset | Total KYD | Labas.d NPL Modal
(000,-) (000,-) Okt. (000,) | (%) Awal
1 | Sukamaju 896.129 869.048 103.867 0,9 NTAADP
2 | Sabedo 409.935 359.593 53.453 0,0 APBD
3 | Muer 301.647 170.605 25.121 0,2 NTAADP
4 | Labuhan Jambu | 249.554 225.306 37.768 2,4 NTAADP
5 | Olat Rawa 163.338 136.339 12.110 3,2 APBD
6 | Tatebal 145.701 131.824 7.424 1,8 NTAADP
7 | Lenangguar 113.625 109.635 21.998 2,2 NTAADP
8 Maronge 108.473 80.992 7.424 3,1 NTAADP
9 | Berare 79.902 67.928 1.794 4,3 APBD
10 | Labuhan Kuris 63.694 28.505 2.446 0,0 APBD
Jumlah 2.531.998 2.179.775 273.150

Sumber: Julmansyah. (Ed). 2010

Proses transformasi dari UPKD aktif/masih beroperasi ke BUMDes-LKM
tidak semuanya dapat dilakukan. Dari 9 UPKD NTAADP yang telah mengalami
transformasi sebanyak 6 unit, sedangkan 3 unit masih belum dapat
bertransformasi. Demikian pula untuk UPKD APBD, dari 7 unit yang masih aktif
hanya dapat dilakukan transformasi sebanyak 4 unit sedangkan 3 unit masih
dalam bentuk UPKD. Proses transformasi UPKD ke BUMDes LKM memerlukan
kesiapan baik dari sarana prasarana, ketersediaan modal yang memadai dan

dukungan sumber daya manusia. Skema perkembangan UPKD dari Program
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10 BUMDes LKM
{Transformasi UPKD)

Gambar 4.3 Skema Perkembangan Kelembagaan UPKD

dari Program NTAADP

2. Program PIDRA

— 42UPKD
g l
& 17 UPKD 15 UPKD
= NTAADP APBD
& ™ -
a,
3
[
z 3 UPKD 9 UPKD 7 UPKD 3 UPKD
| Beroperssi Beroperaa | Beroperas Beroperasi
g
g 4
g 3UPKD 6 UPKD 4 UPKD 3 UPKD
-4 Belurm Bertransformasi Bertransformasi Belum
g Bertransformasi Bertransformasi
e [ I
&
N
[
&

Program Participary Integrated Development in Rainfed Area (PIDRA)

merupakan program Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan IFAD

(International Fund for Agricultural Development) untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat perdesaan secara berkelanjutan pada wilayah lahan kering di

Propinsi Jawa Timur, NTT dan NTB. Program PIDRA dilaksanakan dalam 2

Fase, yaitu Fase I (2001-2004) dan fase II (2005-2008). Pada Program PIDRA
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fase I (2001-2004) telah berhasil menumbuhkan kemandirian keluarga miskin
yang berdomisili dilahan kering yang didukung dengan partisipasi Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) melalui fokus kegiatan penguatan kelembagaan
masyarakat secara mandiri dalam melakukan akses usaha baik di bidang on farm,
off farm maupun non pertanian. Kelompok Mandiri (KM) yang telah terbentuk
pada tahun 2005 sebanyak 221 KM yang terdiri dari 78 kelompok di Propinsi
Jawa Timur, 17 kelompok di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan 126 kelompok di
Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dan secara komulatif hingga akhir program, telah
terbentuk 2.290 KM yang terdiri dari 990 KM di Jawa Timur, 403 KM di Nusa
Tenggara Barat dan 897 KM di Nusa Tenggara Timur.

Wibowo (2006) mengemukakan program PIDRA memiliki visi
pembangunan yang berkelanjutan. Indikasinya ada komponen program pelestarian
sumberadya alam dan peningkatan ekonomi masyarakat serta pengembangan
kelembagaan sosial ditingkat masyarakat dan pemerintahan desa. Program
pengelolaan sumberdaya alam (SDA), memfasilitasi pembentukan Lembaga
Pembangunan Desa (LPD). LPD terdiri dari perwakilan masyarakat miskin di
lahan kering, yang berperan memfasilitasi perencanaan pembangunan sarana dan
prasarana desa dan pengelolaan SDA yang bermanfaat bagi masyarakat miskin.
LPD berfungsi sebagai wahana belajar bagi masyarakat miskin yang terpilih
sebagai kader pembangunan desa.

Pelaksanaan program PIDRA sejak 2001 melalui kesepakatan antara
Pemerintah Indonesia dengan IFAD yang tercantum dalam Loan Agreement 539-
ID artikel IV butir 4.02. Program PIDRA Kabupaten Sumbawa sampai dengan

tahun 2001-2006 dilaksanakan pada 24 desa di 13 Kecamatan, dengan
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menumbuhkembangkan sejumlah 240 Kelompok Mandiri (KM), 24 Lembaga
Pembangunan Desa (LPD) dan 10 Federasi. Federasi merupakan kelembagaan
atau asosiasi gabungan KM yang dibentuk untuk memperkuat akses modal, usaha
dan pemasaran produk. Hasil evaluasi KM tersaji di tabel 4.5. Target
pembentukan federasi tidak terbatas satu desa satu federasi, cakupannya beberapa
KM yang memenuhi kriteria untuk melakukan asosiasi hingga luar desa. Tahun
2006 federasi yang dibentuk sesuai target yakni sejumlah 10 Federasi. Realisasi

pembentukan federasi dilihat di tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Evaluasi Prestasi KM PIDRA Kabupaten Sumbawa Sampai

dengan Desember 2006
inya |
No Tahun Jumlah SJ umltah KM Menurut Prestasinya
Pembentukan KM lz;:i%(a Baik | Sedang { Kurang
1 KM 2001 8 - 8 - -
2 KM 2002 28 - 8 13 7
3 KM 2003 92 - 24 55 13
4 KM 2004 78 12 45 17 4
5 KM 2005 34 - - - -
Total 240 12 85 85 24

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. 2006
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Tabel 4.5 Realisasi Pembentukan Federasi PIDRA Hingga Tahun 2008

Jumiah KM Jumlah Anggt KM
No. | Kecamatan Nama Desa Nama Federasi | Yg Masuk Yg Menjadi
Federasi Pengurus
Federasi (org)
1. | Unter Iwes 1 Pelat Saleng Beme 10 20
2 Kerekeh Tiu Barelong 7 12
2. | Seteluk 3 Kelanir Barema Maju 10 20
4 Senayan Belaman Permai 10 20
3. | Poto Tano 5 Mantar Ai Mante 10 20
4. | Moyo Hulu 6 Leseng Buin Rea 6 12
7 Sempe Batu Peti 10 20
8 Lito Bangun Desa 10 20
9 Batu Tering Batu Peti 10 20
5. | Rhee 10 Sampe Semangat Baru 10 20
11 Luk Embun Pagi 10 20
6. | Moyo Utara | 12 Kukin Cahaya Utara 10 20
7. | MoyoHilir | 13 Poto Bina Desa 10 20
14 Batu Bangka Ade Sia 10 20
8. | Plampang 15 UPT Prode Muhajirin 10 20
SP3
16 Sepakat Sinar Remaja 10 10
9. [ Lopok 17 Lopok Turin Tawer 10 20
18 Pungkit Bina Bersama 10 20
10. | Lape 19 Lape Tiup Sai 10 20
11. | Batu Lanteh | 20 Batu Dulang Saleng Salempat 4 8

21 Amanah 6 23
22 Kelungkung Tu Satutu 10 20
12. | Taliwang 23 Batu Putih Lawang Desa 10 20
13. | Lenangguar | 24 Tatebal Ai Mampis 10 10
25 Lenangguar Tiu Panemung 10 20
Total 223 435

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. 2009

Bagi proyek yang didanai oleh IFAD, exit strategi (strategi pengakhiran

program/Strategi Pengakhiran) merupakan sesuatu yang penting, termasuk pada

proyek PIDRA di Kab. Sumbawa yang dibiayai oleh IFAD. Exit strategy sudah

selayaknya di desain sejak awal, untuk mengantisipasi pasca proyek setelah

berakhir. Struktur Umum kelembagaan federasi terlihat melalui gambar 4.4.

sebagai berikut.
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Gambar 4.4 Struktur Kelembagaan Federasi

Federasi akan diarahkan kepada lembaga yang profesional baik kinerja,
manajemen maupun bentuk hukumnya, yang diharapkan menjadi koperasi Primer
atau BPR sesuai kebutuhan. Terdapatnya kendala dalam pengembangan usaha
yang berkaitan dengan belum terdaftarnya lembaga federasi secara hukum
menyebabkan sulitnya federasi untuk mengembangkan semua kegiatan usaha
yang dilaksanakan terutama dalam hal sebagai distributor pupuk di desa. Kendala
ini dijadikan sebagai acuan untuk melegalkan lembaga Federasi sehingga sampai
dengan September 2009 telah terdaftar 10 koperasi yang berasal 9 federasi dan 1
KMW yang telah berbadan hukum. Koperasi ini akan diarahkan kepada koperasi
serba usaha dengan kegiatan utama simpan pinjam.

Tabel 4.6 Hasil Penilaian (Evaluasi) Prestasi Federasi
Kabupaten Sumbawa Desember 2009

Kriteria Jumlah fedérasi Persentase (%)
Sangat Baik 0 -

" Baik 8 33.33
Sedang 7 29.37
Kurang 10 41.67

Total 25 100

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. 2009
IFAD (2009), Strategi Pengakhiran atau strategi pengakhiran program,

seharusnya mencakup indikator-indikator yang mungkin atau 'memicu’ untuk
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keluar, terkait dengan pengembangan strategi dan spesifik proyek tujuan dan
sasaran IFAD's; sistem untuk mengukur kemajuan, dan identifikasi kapasitas yang
akan dibangun dan tertinggal setelah bantuan IFAD dihentikan. Dalam semua
kasus, fokusnya adalah pada keberlanjutan daripada keluar demi keluar itu.
Jawaban sejumlah pertanyaan kunci dapat berfungsi sebagai dasar untuk awal
perumusan Strategi Pengakhiran. Pertama, bagaimana IFAD dapat mendesain
bantuan yang terbaik dari tahap perencanaan awal schingga memudahkan
akhirnya pada fase-out. Kedua, bagaimana IFAD menentukan apakah bantuan
yang telah diberikan memberikan kontribusi terhadap ketahanan masyarakat dan
perkembangan selanjutnya? Yang terpenting, bagaimana keuntungan yang dibuat
selama IFAD's hadir dilanjutkan setelah berakhir bantuan? Pertanyaan-pertanyaan
ini harus diterapkan tidak hanya untuk proyek-proyek secara keseluruhan, tetapi
juga untuk kegiatan-kegiatan spesifik dalam proyek karena mereka bertahap
masuk atau keluar.

Kelembagaan Federasi merupakan output pada program PIDRA. Federasi
berbadan hukum Koperasi, merupakan sarana yang melayani akses pembiayaan
dari Kelompok Mandiri (KM). Federasi terbentuk minimal 4 KM pada setiap desa
PIDRA. Setelah PIDRA selesai pada tahun 2008 terbentuk sebanyak 25 Federasi.
Untuk ini penelitian ini akan melakukan analisis strategi pengakhiran (exit
strategy) setelah 3 (tiga) tahun berakhirnya PIDRA di Kabupaten Sumbawa.
Secara skema kerangka analisis kelembagaan pada PIDRA dalam penelitian ini

disajikan pada gambar 2.5 sebagai berikut:
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Gambar 4.5 Skema Perkembangan Kelembagaan KM dari Program PIDRA

B. Pengadopsian Strategi Pengakhiran pada Tahap Perencanaan Program

Berdasarkan tahap perencanaan dalam aspek inisiasi program NTAADP
belum melibatkan stakeholders di tingkat lokal. Inisiasisi program dilakukan di
level nasional. Dimana program ini banyak diinisiasi oleh Dirjen Pemerintahan
Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri dan Bank Dunia (World Bank,
1996). Pada kasus PIDRA di NTB maupun NTT merupakan replikasi dari
keberhasilan proyek EJRAP yang dibiayai oleh IFAD melalui pinjaman IFAD
255-ID. Pemerintah mengajukan proposal untuk memperluas pembangunan
pertanian tadah hujan di sembilan provinsi yang memiliki substansi tadah hujan
potensial. Ini termasuk Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara
Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Jawa Barat dan Jawa Tengah (IFAD, 2000).

Rendahnya inisiasi ditingkat lokal terlibat dalam perencanaan NTAADP
dan PIDRA terkonfirmasi dalam hasil survey, sebanyak 50% responden menilai
tahapan inisiasi tidak ada. Sebanyak 29,2% menjawab proses inisiasi dilakukan
dengan intensitas rendah, 19,4% sedang dan hanya 1,4% dilakukan dengan

intensitas tinggi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42078.pdf
63

Intensitas rendah maksudnya bahwa dalam proses inisiasi hanya
diperkenalkan pada satu aspek strategi pengakhiran saja. Sedangkan intensitas
sedang, muncul dua aspek strategi pengakhiran dan intensitas tinggi muncul tiga
aspek strategi pengakhiran. Sedangkan pada komponen kemitraan pengakhiran
program dalam tahapan perencanaan NTAADP dan PIDRA, merupakan proses
yang melibatkan masyarakat sejak awal. Meliputi pola koordinasi serta
perencanaan terkait input dalam proses pendampingan.

Pada NTAADP, perencanaan dalam kemitraan tidak didesain untuk
membangun kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Hal ini didukung oleh
pendapat Astuty (2002 dalam Hadi), dimana salah satu kelemahan NTAADP
bahwa pembentukan kelompok bukan berdasarkan inisiatif sendiri, melainkan
dibentuk oleh Kepala Dusun, maupun pengurus UPKD. Disamping itu, adanya
ketergantungan UPKD dan Pokmas terhadap fasilitator dan PPL yang sangat
tinggi. Hal tersebut terkonfirmasi pada keberlanjutan kelembagaan pasca
berakhimya NTAADP di Kab. Sumbawa.

Hasil penilaian dengan menggunakan nilai indeks dalam tahap
perencanaan terhadap strategi pengakhiran NTAADP dan PIDRA seperti

ditunjukkan melalui tabel 4.7 berikut ini.
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Tabel 4.7 Hasil Penilaian Strategi Pengakhiran dalam Tahap Perencanaan

Program NTAADP dan PIDRA
No K?mponen . . Derajat Strategi Pengakhiran | Total
Strategi Pengakhiran | Tidak Ada | Rendah | Sedang | Tinggi

1 | Inisiasi 50 29.2 19.4 1.4] 100
2 | Kemitraan 59.7 25 13.9 1.4 100
3 | Pengorganisasi 472 27.8 20.8 421 100
4 | Mobilisasi 56.9 25 11.2 6.9 100
5 | Stabilisasi 59.7 222 13.9 42| 100
6 | Pengembangan 63.9 16.6 13.9 561 100
Jumiah 3374 | 1458 93.1 23.7 600

Indeks 056 024 0.16 0.04 1.00

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, menunjukkan bahwa indeks penilaian
derajat implementasi strategi pengakhiran dalam aspek perencanaan NTAADP
dan PIDRA yang tertinggi adalah dengan derajat rendah yakni dengan angka
indeks 0,56. Angka indeks ini menyatakan dari 6 komponen strategi pengakhiran,
secara komulatif dapat dinyatakan sekitar 56% responden menilai bahwa dalam
kedua program strategi pengakhiran tidak dilakukan. Lima tahapan strategi
pengakhiran tingkat penilaian 50% atau lebih, hanya aspek pengorganisasian yang
memberikan penilaian lebih paling kecil (47.2), namun strategi pengakhiran pada
komponen ini sebagian besar dilakukan dengan instensitas rendah atau sedang,
artinya strategi pengakhiran dilakukan hanya 1 atau 2 saja tahapan saja. Hasil
analisis ini menginformasikan bahwa pada tahap perencanaan Program NTAADP
dan PIDRA strategi pengakhiran cenderung dilakukan secara parsial. Masyarakat
lebih banyak diperkenalkan dengan aspek-aspek pengurangan (phase down) atau
pengalihan (phase over) program namun jarang disampaikan rencana-rencana jika
program benar-benar dihentikan (phase out) schingga masyarakat perlu

mengantisipasi dari awal tatkala berakhirnya program. Rendahnya pengadopsian
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strategi pengakhiran pada aspek perencanaan terkait dengan inisiator utama
program ini yakni pemerintah pusat. Dimana NTAADP dan PIDRA merupakan
hasil replikasi dari proyek yang sama dari berbagai lokasi lainnya yang
diimplementaskan pada daerah yang relatif sama dengan lokasi awal program,
sehingga mengabaikan tahap penghentian dalam starategi pengakhiran dalam
konteks lokalitas pelaksanaan program.

Data diatas menunujukkan bahwa strategi pengakhiran tidak didesain dari
awal oleh perencana program. Menurut Khaerul Hadi, SP., M.Si manajer program
PIDRA Kabupaten Sumbawa dalam wawancara dengan penulis:

“Proses diskusi dan penyusun rencana program PIDRA ini dilakukan sejak
1998 — 2000. Akan tetapi tidak dibicarakan eksplisit tentang exit strategy.
Namun dalam perkembangan sudah berjalan bagus baru muncul exir
strategy, karena sayang kalau kelompok yang sudah bagus tidak
dilanjutkan (14 September 2014).

Dalam hal penyusunan program PIDRA, lebih awal dilakukan melalui
diskusi atau workshop di tingkat pusat atau di Jakarta. Lebih lanjut Khaerul hadi,
SP., M.Si mengatakan:

“Workshop di Pusat menentukan pedoman umum program [FAD termasuk
komponen program secara umum. Kemudian dilakukan workshop di
daerah untuk mentukan petunjuk pelaksana komponen program secara
spesifik. Setiap tahapan yang mau dirancang dilakukan workshop. Yang
terlibat dalam workshop penyusunan petunjuk pelaksana yakni LSM,
Bimas Kabupaten/prov dan pusat, penyuluh tokoh masyarakat, tokoh
perempuan, tokoh pemuda dari desa yang ditentukan awal 40 desa (14
September 2014).

Data lain menunjukkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 dari sebanyak 42 UPKD
dari program NTAADP yang aktif sebanyak 17 UPKD di tahun 2007 dan pada
tahun 2009 jumlah UPKD yang masih beroperasi aktif menjadi 9 UPKD. Pada

UPKD yang tidak aktif, tidak rencana masyarakat desa bagaimana
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mengaktifkannya atau mengantisipasikannya. Hal ini dapat juga dilihat pada kasus
UPKD Desa Plampang Kec. Plampang, yang mana dananya masih ada akan tetapi
dikelola sebagai dana pribadi oleh pengurus lama UPKD. Hal yang sama juga
terjadi di Desa Lopok Kec. Lopok.

Pada program PIDRA, desain rencana kelembagaan muncul pada saat
akhir program dengan menjadikan Federasi KM menjadi berbadan hukum

Koperasi. Akan tetapi tidak semua menjadi Koperasi hingga saat ini.

C. Strategi Pengakhiran dalam Tahap Implementasi Program

Penilaian ada tidaknya praktek-praktek penerapan strategi pengakhiran
pada tahap implementasi program pembangunan didasarkan asumsi bahwa
pelaksanaan pembangunan dapat mengakomodir berbagai upaya perbaikan pada
saat program dilaksanakan. Jadi meskipun strategi pengakhiran tidak secara
eksplisit dinyatakan dalam tahap perencanaan program, namun dapat saja muncul
pada tahap implementasi.

Hasil penilaian atas implementasi strategi pengakhiran pada tahap
implementasi program dapat ditunjukkan melalui tabel 4.8. Penilaian terhadap 6
komponen strategi pengakhiran secara agregatif menunjukkan hasil yang tidak
jauh berbeda dengan penilaian tahap perencanaan program. Nilai indeks tertinggi
yakni sebesar 0,52 berada pada penilaian bahwa strategi pengakhiran tidak ada.
Artinya sekitar 52% responden menilai strategi pengakhiran tidak dilaksanakan
pada saat implementasi Program NTAADP dan PIDRA. Angka indeks ini sejalan
dengan angka indeks untuk tahap perencanaan program yang telah dibahas pada

bagian sebelumnya. Dengan demikian ada kaitan yang erat antara ketiadaan
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strategi pengakhiran pada tahap perencanaan dengan ketiadaan strategi
pengakhiran pada tahap implementasi program dalam kasus penelitian. Kenyataan
ini menyiratkan pesan pentingnya strategi pengakhiran direncanakan jauh-jauh
hari sebelum pelaksanaan program.

Temuan menarik lainnya yang diperoleh bahwa sebagian besar komponen
strategi pengakhiran tidak muncul pada tahap implementasi program, namun hal
yang agak berbeda dari tahap perencanaan adalah komponen mobilisasi pada
derajat strategi pengakhiran “Tidak Ada” memperoleh indeks terendah (0,44),
artinya komponen ini paling tinggi dipandang responden memiliki kandungan
strategi pengakhiran tertinggi. Jika didekomposisi lebih lanjut, sebagian besar
penilaian responden terhadap komponen ini memang masih memberikan penilaian
derajat strategi pengakhiran pada level “rendah” (37,4%) dan “sedang” (12,6%)
dalam artian strategi pengakhiran dirasakan muncul secara parsial satu atau dua
tahap saja, sedangkan yang memberikan penilaian muncul pada derajat “tinggi”
hanya 5,6% saja.

Hasil penilaian agregatif untuk derajat “Tidak Ada” strategi pengakhiran
pada tahap implementasi Program NTAADP dan PIDRA ini bersesuaian pula
untuk penilaian level “Tinggi”. Level derajat strategi pengakhiran “Tinggi”
menyatakan bahwa strategi pengakhiran muncul secara komprehensif dalam tiga
tahap yakni tahap pengurangan (phase down), tahap pengalihan (phase over) dan
tahap penghentian (phase out). Tahapan strategi pengakhiran dengan level
“Tinggi” muncul dengan nilai 5% tidak jauh berbeda dengan penilaian yang
diberikan pada tahap perencanaan program untuk derajat ini yakni 4%, hasil ini

semakin mengkonfirmasi eratnya kaitan antara keberhasilan implementasi strategi
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pengakhiran erat kaitannya dengan keberhasilan strategi pengakhiran pada tahap
perencanaan. Secara lengkap hasil penilaian strategi pengahiran pada tahap
implementasi program ditunjukkan melalui tabel 4.8. berikut ini.

Tabel 4.8 Hasil Penilaian Strategi Pengakhiran dalam Tahap Implementasi

Program NTAADP dan PIDRA
No Komponen Strategi Derajat Strategi Pengakhiran Total
Pengakhiran Tidak Ada | Rendah | Sedang | Tinggi

1 { Inisiasi 52.8 26.4 15.2 5.6 100
2 | Kemitraan 55.6 25 15.2 4.2 100
3 | Pengorganisasi 47.2 34.7 13.9 4.2 100
4 | Mobilisasi 44.4 374 12.6 5.6 100
5 | Stabilisasi 56.9 27.8 11.1 4.2 100
6 | Pengembangan 52.8 29.1 12.5 5.6 100
Jumlah 309.7 180.4 80.5 29.4 600
Indeks 0.52 0.30 0.13 0.05] 1.00

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa NTAADP dan PIDRA tidak mengadopsi
strategi pengakhiran program. Hal ini ditunjukkan dengan indeks derajat strategi
pengakhiran program 0,52. Tidak diadopsinya strategi pengakhiran program
dalam implementasi NTAADP dan PIDRA mengakibatkan banyaknya
kelembagaan/kelompok masyarakat yang dibentuk oleh program tidak dapat
berlanjut. Hal ini berdasarkan data Bappeda (2009) keberadaan NTAADP berada
di 42 desa dengan 42 UPKD tersebar di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten
Sumbawa. Hingga pada tahun 2009 kondisi UPKD telah banyak yang tidak aktif.
Dari 42 UPKD seban;/ak 17 yang masih beroperasi dén 15 );ang tidak beroperasi.
Seiring perjalanan waktu keberadaan UPKD akan mengalami perubahan bahkan
kemunduran. Dari 42 UPKD yang aktif 17 UPK dan di tahun 2009 jumlah UPKD
yang masih beroperasi aktif menjadi 9 UPKD. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2

dan tabel 2.3.
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Pada PIDRA adopsi strategi pengakhiran program telah dicoba melalui
berbagai cara. Salah satunya adalah kelompok mandiri sebanyak 223 kelompok
yang merupakan hasil PIDRA dikelompokkan dalam Federasi menjelang PIDRA
berakhir. Federasi akan diarahkan kepada lembaga yang profesional baik kinerja,
manajemen maupun bentuk hukumnya, yang diharapkan menjadi koperasi Primer
atau BPR sesuai kebutuhan. Sampai dengan September 2009 telah terdaftar 10
koperasi yang berasal 9 federasi dan 1 KMW yang telah berbadan hukum.
Koperasi ini akan diarahkan kepada koperasi serba usaha dengan kegiatan utama
simpan pinjam.

Indeks derajat strategi pengakhiran program dalam implementasi PIDRA
yakni 0,52, ditunjukkan dengan hasil penilaian (evaluasi) prestasi Federasi
Kabupaten Sumbawa oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
(2009). Penilaian ini menunjukan bahwa tidak ada Federasi dengan kriteria
sangat baik, untuk kriteria baik secbanyak 8 (33,33%) federasi, kriteria sedang 7
(29,37%) dan kriteria kurang 10 (41,67%).

Kegagalan KM bentukan PIDRA seperti contoh di Desa Batudulang.

Menurut Junaidi M Zain pengurus Federasi Saling Salempat:

“KM Sinar Arabika, telah membagi asset dan bubar dengan rapat terakhir
September 2013. Karena banyak yang tidak bayar bunga dan pinjaman
KM tersebut. Pemberlakuan sanksi hanya diawal terbentuk KM. Dana KM
dipakai untuk kepentingan lain yang tidak disepakati serta banyaknya
tunggakan. Sekarang tidak ada lagi kelompok PIDRA yang aktif di Desa
Batudulang. Setelah PIDRA selesai 2008, tidak ada lagi kunjungan
fasilitator ke desa (Wawancara 21 September 2013).

Menurut Syarif Mustaan tenaga pendamping BUMDes LKM (UPKD pada

NTAADP) bahwa:
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“terdapat juga dana-dana UPKD pada Desa Plampang dan Desa Lopok
yang setelah NTAADP selesai hingga sekarang, dana bergulir tersebut
tetap dikelola sebagai dana pribadi pengurus UPKD. Bahkan banyak kasus
desa-desa lain yang UPKD-nya telah bubar anggarannya juga hilang.
Bubarnya akibat pengurus yang tidak transparan bahkan akibat tidak
adanya tenaga pendamping yang mengawal transisi setelah NTAADP
selesai.” (Wawancara 26 Januari 2014).

Menurut Abdul Gani mantan manajer UPKD NTAADP Desa Boal Kec.

Empang:

“Salah satu yang menyebabkan bubarnya NTAADP Desa Boal yakni
karena adanya pemekaran desa. Dimana Desa Boal telah mekar menjadi 3
desa yakni Desa Lamenta, Desa Boal dan Desa Gapit. Sehingga pengurus
dan perangkat desa kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan asset
UPKD. Bahkan menurutnya akibat banjir besar yang melanda beberapa

desa yang kemudian menghilangkan arsip-arsip UPKD (Wawancara 27
Januari 2014).

D. Strategi Pengakhiran dalam Monitoring dan Evaluasi Program
Monitoring dan evaluasi (monev) program merupakan salah satu
komponen dalam administrasi manajemen pembangunan daerah. Tahap ini biasa
dilaksanakan baik secara tiga bulanan (triwulan), enam bulanan (semesteran) dan
tahunan. PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, menyebutkan kegiatan evaluasi
meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kegiatan
menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala SKPD dalam
rangka pencapaian rencana pembangunan daerah (Pasal 48). Dalam konteks
penelitian ini, dilakukan penilaian apakah strategi pengakhiran juga masuk dalam
aspek penilaian kegiatan monev Program NTAADP dan PIDRA. Hasil penilaian

disajikan pada tabel 4.8.
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Berdasarkan hasil analisis perhitungan derajat implementasi strategi
pengakhiran pada tahap monev, diperoleh hasil bahwa secara agregatif
disimpulkan sebagian besar strategi pengakhiran tidak diterapkan secara baik.
Secara kuantitatif penilaian responden sebanyak 53% menyatakan bahwa strategi
pengakhiran pada derajat “Tidak Ada”. Hasil penilaian ini tidak berbeda jauh
dengan hasil penilaian tahapan program sebelumnya, yakni tahap perencanaan
(56%) dan tahap implementasi (52%).

Hasil ini memberikan informasi adanya hubungan yang erat antar tahapan
program dalam pengadopsian strategi pengakhiran. Ketiadaan strategi
pengakhiran pada tahapan monev program karena memang telah terabaikannya
strategi ini pada tahapan sebelumnya. Namun menarik untuk dicermati komponen
strategi pengakhiran dengan derajat pada level “Tidak Ada” agak berbeda dengan
tahapan sebelumnya. Pada tahapan monev, derajat ketiadaan startegi pengakhiran
justru dirasakan pada komponen “stabilisasi” dengan skor 47,2 dan
“pengembangan” dengan skor 43,1. Hasil dekomposisi ini menginformasikan
bahwa responden memberikan perhatian yang lebih besar terhadap komponen
strategi pengakhiran tersebut (stabilisasi dan pengembangan) di tahap monev
program. Hasil penilaian secara lengkap terlihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Penilaian Strategi Pengakhiran dalam Tahap Monitoring
dan Evaluasi Program NTAADP dan PIDRA

No Komponen Strategi Derajat Strategi Pengakhiran Total
Pengakhiran Tidak Ada | Rendah Sedang | Tinggi
1 | Inisiasi 58.3 29.2 8.3 4.2 100
2 | Kemitraan 51.4 29.1 15.3 42 100
3 | Pengorganisasi 58.3 25 13.9 2.8 100
4 | Mobilisasi 61.1 20.8 15.3 2.8 100
5 | Stabilisasi 47.2 31.9 18.1 2.8 100
6 | Pengembangan 43.1 36.1 16.6 4.2 100
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Jumlah

3194

172.1

87.5

21

600

Indeks

0.53

0.29

0.15

0.04

1.00

Tabel 4.9 pada dasarnya memperlihatkan informasi yang simetris dengan
tabel 4.8. dan tabel 4.7. bahwa strategi pengakhiran dengan derajat “Tinggi”
memiliki nilai penilaian responden terendah. Hasil penilaian pada tabel 4.9 juga
memperkuat bukti bahwa strategi pengakhiran dilakukan secara parsial, satu atau
dua tahapan saja sedangkan pendekatan komprehensif amat sedikit dirasakan oleh
responden. Hal ini wajar saja terjadi jika dikaitkan dengan hasil penilaian
responden terhadap implementasi startegi pengakhiran pada tahap-tahap

sebelumnya.

E. Keterkaitan Strategi Pengakhiran dengan Keberlanjutan Program
Konsep strategi pengakhiran diilhami dari dunia militer dimana
keberhasilan pada suatu konflik bersenjata juga ditentukan oleh keberhasilan
untuk melépaskan diri secara mulﬁs dari arena konflik. Selanjutnya strategi
pengakhiran dikembangkan dalam lingkungan sipil khususnya dalam konteks
perencana pembangunan dengan maksud berkembangnya kemandirian
masyarakat pasca intervensi program pembangunan. Isu kemandirian masyarakat
ini menjadi penting mengingat banyak program pemberdayaan masyarakat
melupakan esensi pemberdayaan masyarakat tatkala program tersebut berakhir.
Disinilah arti penting startegi pengakhiran sebagai strategi untuk membangun
kemandirian masyarakat setelah intervensi pemerintah telah berakhir. Indikasi

terbangunnya kemandirian masyarakat dapat tercermin dari keberlanjutan
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program tersebut setelah keterlibatan pihak-pihak diluar masyarakat tersebut tidak
ada lagi.

Penilaian terhadap keberlanjutan Program NTAADP dan PIDRA pasca
intervensi disajikan melalui tabel 4.10. Keberlanjutan Program NTAADP dan
PIDRA terlihat dari terus beroperasinya UPKD atau BUMDes LKM yang dirintis
melalui Program NTAADP serta Kelompok Mandiri (KM) dan Federasi yang
dirintis melalui Program PIDRA.

Tabel 4.10 Keberlanjutan Pasca Program NTAADP/PIDRA

No | Aspek Jumlah Persentase

| | Tidak Berlanjut 40 55,6

2 | Berlanjut 32 44.4
TOTAL 72 100

Dari 72 responden dalam penelitian ini, sebanyak 32 respoden (44,4%)
menilai bahwa kelembagaan NTAADP dan PIDRA terus berlanjut hingga
penelitian ini dilakukan sedangkan sebagian besar 55,6% atau 40 responden
menyatakan bahwa kelembagan NTAADP dan PIDRA tidak beroperasi lagi.

Penilaian terhadap pengadopsian strategi pengakhiran dapat menjadi salah
satu penjelasan mengapa sebagian besar kelembagaan tersebut tidak berlanjut.
Dari tiga tahapan administrasi manajemen pembangunan, yaitu tahap
perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program pembangunan
diperoleh bukti bahwa implementasi strategi pengakhiran pada derajat yang amat
minim, bahkan lebih dari 50% pada level “Tidak Ada” strategi pengakhiran.
Jikapun strategi pengakhiran dirasakan ada, implementasinya pun cenderung
dilakukan secara parsial tidak menyeluruh dari ketiga tahapan strategi

pengakhiran.
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Hal tersebut didukung dengan data bahwa setelah selesai program baik
NTAADP maupun PIDRA, sebanyak 10 UPKD yang masih beroprasi hingga
sekarang dari 42 UPKD yang ada sejak Program NTAADP mulai dilaksanakan.
Sebanyak 10 UPKD tersebut sekarang telah berhasil bertransformasi menjadi
BUMDes LKM (Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro), lihat tabel
2.4,

Sementara itu, sebanyak 25 Federasi yang dibentuk selama program
PIDRA, yang masih baik 8 Federasi, kondisi sedang 7 Federasi dan kondisi
kurang 10 Federasi. Hal tersebut didukung dengan hasil analisis tabel 4.20
kemudian tabel 2.7 serta hasil wawancara pelaku program Ir. Edy Isnaini.
Menurut Ir. Edy Isnaini, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Sumbawa:,

“Jika tidak ada dana dari pemerintah kegiatan federasi-federasi yang ada

tidak berjalan. Bahwa dikatakan juga ketergantungan Federasi setelah

selesainya program pada dana pemerintah masih ada (wawancara Agustus
2012).

Bahkan menurut Junaidi M Zain, pengurus Federasi Saling Salempat Desa

Batudulang Kec. Batulantch:

“PIDRA itu bagus konsepnya tetapi setelah tidak ada pendamping, maka
KM bubar pelan-pelan. Pengurus KM tidak lagi membuat buku laporan,
sudah tidak ada lagi kontrol. Kalau selama ini ada pendamping, maka KM
tetap terkontrol”.

Menurut Syarif Mustaan tenaga pendamping BUMDes LKM (UPKD pada
NTAADP) bahwa:

“diselamatkannya beberapa UPKD yang menjadi BUMDes LKM karena

adanya proses fasilitasi oleh GTz Profi serta Bappeda Sumbawa sehingga

dana-dana bekas UPKD dapat dikembangkan menjadi dana bergulir
hingga saat ini (Wawancara 26 Januari 2014).
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Hal ini diperkuat dengan pernyataan [FAD (2009:48), bahwa Tujuan dari
strategi pengakhiran adalah untuk menjamin keberlanjutan dampak program dan
kegiatan.

Keberlanjutan 10 UPKD yang kemudian berhasil bertransformasi menjadi
BUMDes LKM sesungguhnya bukanlah hasil dari program NTAADP, akan tetapi
karena adanya GTz Profi yang melakukan pembinaan pada UPKD-UPKD yang
masih aktif serta UPKD yang kurang aktif. Dan perubahan kelembagaan dari
UPKD menjadi BUMDes LKM atau sejenisnya tidak ada dalam desain program
NTAADP sebagai bagian dari strategi pengakhiran. Dimana hingga saat ini, pihak
Bappeda Sumbawa tetap melakukan pembinaan melalui konsultan yang dibiayai
oleh APBD Kab. Sumbawa.

Kelembagaan PIDRA juga mengalami ketidak berlanjutan. Program ini
berlangsung dari 2001 — 2006 untuk fase pertama dan fase kedua mulai 2006
2009. Durasi 8 (delapan) tahun PIDRA melakukan pembinaan kelembagaan di
masyarakat desa seharusnya mampu membangun keberlanjutan program di
masyarakat. Akan tetapi hingga tahun 2013 atau 4 (empat) tahun setelah PIDRA
selesai di Sumbawa terbukti kelembagaan yang ditinggalkan mulai bubar. Sebagai
contoh Kelompok Mandiri (KM) Sinar Arabika pada Federasi Saling Salempat
Desa Batudulang Kec. Batulanteh, bulan September 2013 telah menyatakan
dirinya bubar dan asetnya dibagi-bagi.

Salah satu kelemahannya menurut pengurus KM bahwa tidak ada lagi
kunjungan dari petugas SKPD terkait yang melakukan pembinaan pada KM atau
Federasi. Berbeda halnya dengan pendekatan yang dilakukan Bappeda dimana

pihak Bappeda memiliki konsultan yang khusus melakukan pembinaan dan
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monitoring pada BUMDes LKM. Bahkan saat ini asset total dari keseluruhan

BUMDes LKM sebesanr 5 Milyar Rupiah.

F. Pembelajaran (lessen learn) dari Penilaian Strategi Pengakhiran

NTAADP dan PIDRA

Dalam konteks adminsitrasi publik, temuan hasil penelitian exit strategy
ini dapat menjadi bahan pengembangan metode, cara maupun prosedur baru
dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menciptakan
tradisi baru dalam birokrasi berdasarkan best practice yang terjadi. Bahwa setiap
program pembangunan yang dirumuskan setiap tahun anggaran, sejatinya untuk
kemandirian masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian ini
telah terpetakan bahwa best practice sebuah program dapat berakhir dengan
keberlanjutan program di masyarakat. Bahwa strategi pengakhiran program dapat
menjadi instrument baru bagi adanya “new” public management. Menurut
Riccuci, 2001 new public management menekankan pada pengembangan metode,
cara maupun prosedur-prosedur baru berdasarkan best practice yang terjadi.

Strategi pengakhiran program ini, dapat menjadi alat atau fools yang
dipersyaratkan oleh pemerintah daerah bagi sebuah program baru baik yang
bersumber dari donors, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri.
Persyaratan tersebut agar mendapat legitimasi politik dapat dirumuskan dalam
kebijakan publik atau regulasi daerah (peraturan daerah atau peraturan bupati).

Strategi pengakhiran program, yang terdiri dari 3 fase yakni fase
pengurangan sumberdaya (phase down), fase pengalihan (phase over) dan fase

penghentian (phase out) memiliki implikasi-implikasi dalam perumusan kebijakan
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publik yang tepat. Setiap fase memberikan input, proses dan output yang berbeda,
sehingga tahapan tersebut dapat menjadi model yang perlu diterapkan pada
berbagai program pembangunan.

Keberadaan strategi pengakhiran apabila terbukti memberikan pengaruh
nyata bagi keberlanjutan program dapat menjadi salah satu landasan dalam
menghasilkan kebijakan publik terkait program-program yang diintrodusir dari
luar terutama yang bersifat hibah. Kajian mengenai strategi pengakhiran ini dapat
menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan publik di daerah seperti peraturan
daerah, peraturan bupati maupun pedoman program pembangunan lainnya, dan ini
merupakan kebijakan publik yang bersifat mikro. Kebijakan publik yang bersifat
mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan
di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat
publik di bawah menteri, gubernur, bupati atau walikota.

Program-program pembangunan yang bersifat pemberdayaan masyarakat,
perlu mengadopsi exit strategy dalam perencanaan, pelaksaan dan monitoring
evaluasinya. Dengan demikian exit strategy dapat diadopsi dalam kebijakan
public daerah. Kebijakan ini akan memberi jaminan akan keberlanjutan manfaat

program, pasca program tersebut berakhir.
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BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1) Strategi pengakhiran belum secara maksimal diadopsi dalam NTAADP
maupun PIDRA baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun
monitoring dan evaluasi.

2) Penilaian implementasi strategi pengakhiran pada Program NTAADP
PIDRA:

a. Pada tahap perencanaan program ini lebih banyak direncanakan dari
pusat dan pengadopsian strategi pengakhiran masih rendah.
Komponen strategi pengakhiran yang paling menonjo! pada tahap ini
adalah inisiasi dan pengorganisasian.

b. Pada tahap pelaksanaan strategi pengakhiran program dinilai masih
rendah. Komponen strategi pengakhiran yang paling menonjol pada
tahap ini selain inisiasi, adalah komponen kemitraan dan mobilisasi.

c. Pada tahap monitoring dan evaluasi pengadopsian strategi
pengakhiran pada tahap ini strategi pengakhiran tidak dilakukan.

3) Keberlanjutan program sangat terkait dengan strategi pengakhiran
program. Dimana rendahnya derajat implementasi strategi pengakhiran
pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program
menjadi salah satu penyebab besarnya persentase ketidakberlanjutan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan saran sebagai berikut.

1) Strategi pengakhiran penting dijadikan prasyarat dalam adminsitrasi
program pembangunan untuk memberikan arah bagi keberlanjutan
program pembangunan pasca intervensi program.

2) Perlu dilakukan pengembangan metode pengukuran strategi pengakhiran
agar dapat mengakomodir aspek sosio-kultural masyarakat penerima
program sehingga dapat menangkap faktor-faktor sosio-kultural yang
mempengaruhi keberlanjutan program.

78
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3) Perlu dikembangkan perangkat instrument strategi pengakhiran program
dimana setiap kegiatan pada proyek-proyek pembangunan dapat
diklasifikasikan dalam komponen-komponen strategi pengakhiran.
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Lampiran 1

QUISIONER
P Nomor kuesioner: ..................
—]—]
W= ==  PROGRAM MAGISTER ADMINSITRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA

Bapak/Ibu yang terhormat,

Kuesioner ini didesain untuk mempelajari keberlanjutan program NTAADP dan PIDRA
di Kabupaten Sumbawa. Informasi yang Bpk/Ibu berikan akan membantu kami untuk memahami
dengan lebih baik tentang bagaimana program NTAADP dan PIDRA berlangsung di masyarakat
atau desa-desa lokasi program. Serta bagaimana proses program ini menjelang berakhir atau
selesai ketika program tersebut mash berjalan. Untuk itu kepada Bpk/Ibu yang dapat memberi
kami gambaran tentang bagaimana program NTAADP yang membangun UPKD di desa serta
program PIDRA yang membangun Federasi Kelompok Mandiri (KM) yang merupakan
kumpulan Kelompok Mandiri (KM), kami mengharapkan Bpk/lbu untuk merespon
pertanyaan/pernyataan secara terbuka dan jujur.

Respon Bpk/lbu akan dijaga kerahasiaannya. Hanya peneliti dan pihak yang
berkompeten (dosen pembimbing dan penguji) yang memiliki akses pada informasi yang
Bpk/Ibu berikan. Untuk memastikan privasi sepenuhnya, kami telah menyediakan sebuah nomor
identifikasi untuk setiap partisipan/responden. Nomor ini akan kami gunakan hanya untuk
prosedur tindak lanjut. Nomor dan kuesioner yang telah diisi tidak akan diserahkan kepada
siapapun, dan hanya peneliti yang mengetahui nomor identifikasi setiap partisipan/ respoden.
Ringkasan hasil penelitian akan disuratkan kepada Bpk/Ibu setelah data dianalisis.

Terima kasih atas waktu dan kerjasama Bpk/Ibu. Kami sangat mengharapkan bantuan

organisasi dan Bpk/Ibu dalam memperlancar usaha penelitian ini.

Sumbawa Besar, Oktober 2011
Salam hormat dari saya,

Julmansyah
Peneliti
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PETUNJUK PENGISIAN

Pertanyaan/pernyataan di bawah ini menanyakan/menyatakan tentang bagaimana Bpk/Ibu
menilai kehidupan keja di BUMDES LKM atau UPKD serta Kelembagaan Federasi atau
Kelompok Mandirt (KM) pada Program PIDRA. Pikirkan dalam kaitan dengan pengalaman
Bpk/Ibu selama terlibat dan mengetahui Program NTAADP (UPKD/BUMDes LKM) dengan
PIDRA (KM/Federasi) dan berikan tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan

pandangan/persepsi yang paling tepat menurut Bpk/Ibu.

L TAHAP

PERENCANAAN

1. Dalam penyusunan rencana berakhirnya program NTAADP/PIDRA, menurut
Bapak/Ibu aspek apa sajakah berikut ini yang pernah direncanakan :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Pengurangan anggaran program

Pengalihan pengelolaan program dari pemerintah ke kelompok
Penghentian bantuan pendanaan program dari lembaga pemerintah/donor
Jawaban 1 & 2

Jawaban 1 & 3

Jawaban 2 & 3

Jawaban 1,2 & 3

Tidak ada

2. Dalam hal perencanaan pengeloiaan keuangan melalui pengembangan kemitraan antara
pemerintah dengan masyarakat lokal pada program NTAADP dan PIDRA. Menurut
Bapak/Ibu Aspek apa saja yang telah direncanakan dalam penyusunan rencana
pengembangan kemitraan dan keterkaitan lokal.

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7
8)

Rencana Pengurangan secara bertahap anggaran kemitraan kelompok di desa.
Rencana Pengalihan kemitraan pengelolaan dari pemerintah kepada kelompok
masyarakat atau lembaga yang dibentuk.

Rencana Penghentian kerjasama kemitraan pemerintah dengan kelompok
masyarakat atau lembaga yang dibentuk.

Jawaban 1 & 2

Jawaban 1 & 3

Jawaban 2 & 3

Jawaban 1,2 & 3

Tidak ada

3. Dalam hal perencanaan organisasi yang dibentuk dari program NTAADP dan PIDRA

yakni

UPKD atau BUMDes LKM dan Federasi Kelompok Mandiri. Menurut Bapak/Ibu

Aspek apa saja yang telah direncanakan dalam penyusunan rencana pembangunan
organisasi dan kapasitas SDM pada program NTAADP dan PIDRA.
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1) Pengurangan pengembangan organisasi UPKD/Federasi KM dan pengurangan
jenis dan jumlah pelatihan masyarakat

2) Pengaliban pengelolaan organisasi UPKD/Federasi KM dari pemerintah kepada
masyarakat desa.

3) Penghentian pelatihan dan pembinaan organisasi UPKD/Federasi KM oleh
pemerintah atau pelaksana program.

4) Jawaban | & 2

5) Jawaban 1 & 3

6) Jawaban2 & 3

7) Jawaban 1,2 & 3

8) Tidak ada

4. Dalam hal perencanaan penggunaan sumberdaya baik keuangan, tenaga maupun
material selama Program NTAADP maupun PIDRA telah banyak digunakan. Menurut
Bapak/Ibu, Aspek apa saja yang telah direncanakan oleh Pelaksana Program dalam
penyusunan rencana penggunaan sumberdaya lokal dan dari luar.

1) Rencana Pengurangan dukungan anggaran, pendamping dan kegiatan kepada
organisasi yang telah dibentuk oleh program di masyarakat.

2) Rencana Pengalihan dukungan anggaran, pendamping dan kegiatan kepada
organisasi yang telah dibentuk oleh program di masyarakat

3) Rencana Penghentian dukungan anggaran, pendamping dan kegiatan kepada
organisasi yang telah dibentuk oleh program di masyarakat.

4) Jawaban 1 & 2

5) Jawaban 1 & 3

6) Jawaban2 & 3

7) Jawaban 1,2 & 3

8) Tidak ada

5. Berjalannya program dengan baik merupakan harapan semua pihak. Menurut
Bapak/Ibu, Aspek apa saja yang telah direncanakan dalam penyusunan rencana
stabilisasi program NTAADP dan PIDRA dari awal hingga saat pengakhiran.

1) Rencana Pengurangan pada semua aspek program dari awal hingga akhir.

2) Rencana Pengalihan seluruh komponen program dari pemerintah kepada
organisasi yang dibentuk di masyarakat.

3) Rencana Penghentian scluruh komponen program dari pemerintah kepada
organisasi yang dibentuk di masyarakat.

4) Jawaban 1 & 2

5) Jawaban 1 & 3

6) Jawaban 2 & 3

7) Jawaban 1,2 & 3

8) Tidak ada

6. Keberlanjutan manfaat program merupakan tujuan dari setiap program di masyarakat.
Menurut Bapak/Tbu, Aspek apa saja yang telah direncanakan dalam penyusunan rencana
pengembangan lebih lanjut

1) Rencana Pengurangan pendampingan dari lembaga/LLSM Pendamping/fasilitator
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2) Rencana Pengalihan secara bertahap terhadap asset yang telah diinvestasikan
pada lembaga masyarakat di desa

3) Rencana Penghentian bantuan program baik pendamping, modal maupun
pelatihan

4) Jawaban | & 2

5) Jawaban 1 & 3

6) Jawaban?2 & 3

7) Jawaban 1,2 & 3

8) Tidak ada

II. TAHAP PELAKSANAAN

1. Pada aspek pelaksanaan program NTAADP/ PIDRA, menurut Bapak/Ibu apa saja yang
telah dilaksanakan?

1) Melaksanakan rencana pengurangan jumlah anggaran, pendampingan dan
kegiatan selama program di desa

2) Melaksanakan rencana pengalihan jumlah anggaran, pendampingan dan kegiatan
selama program di desa

3) Melaksanakan rencana penghentian jumlah anggaran, pendampingan dan
kegiatan selama program di desa

4) Jawaban 1 &2

5) Jawaban 1 & 3

6) Jawaban2 &3

7) Jawaban1,2&3

8) Tidak ada

2. Setelah terjadi kemitraan pemerintah dan masyarakat dengan membentuk organisasi
maupun pelaksanaan pelatihan-pelatihan. Menurut Bapak/Ibu, pada aspek
pengembangan kemitraan dan keterkaitan lokal, apakah yang telah terjadi setelah
pengembangan kemitraan dilakukan?.

1) Pengurangan bentuk kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat di
desa

2) Pengalihan kemitraan dalam berbagai bentuk dari pemerintah kepada organisasi
yang dibentuk oleh program di masyarakat desa.

3) Penghentian kemitraan dalam berbagai bentuk dari pemerintah kepada organisasi
yang dibentuk oleh program di masyarakat desa.

4) Jawaban1 &2

5) Jawaban 1 & 3

6) Jawaban2 & 3

7) Jawaban1,2&3

8) Tidak ada

3. Program NTAADP dan PIDRA telah membentuk organisasi yakni UPKD dan Federasi
Kelompok Mandiri (KM) di desa-desa. Menurut Bapak/Ibu, setelah dilakukan
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pembentukan organisasi dan pengembangan SDM, apa saja selanjutnya yang
dilakukan?.
1) Melaksanakan pengurangan jenis dan jumlah pelatihan pada masyarakat/
organisasi
2) Melaksanakan pengalihan jenis dan jumlah pelatihan dari pemerintah kepada
pada masyarakat/ organisasi.
3) Melaksanakan penghentian jenis dan jumlah pelatihan pada masyarakat/
organisasi oleh pelaksana program.
4) Jawabanl & 2
S5) Jawaban1 & 3
6) Jawaban2 & 3
7) Jawabanl,2 & 3
8) Tidak ada

4. Program NTAADP dan PIDRA telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Menurut
Bapak/Ibu, setelah penggunaan sumberdaya lokal dan dari luar selama program ini
dilaksanakan, apakah selanjutnya yang dilakukan?.

1) Melaksanakan Pengurangan penggunaan sumberdaya berupa anggaran,

pendamping dan kegiatan.

2) Melaksanakan Pengalihan penggunaan sumberdaya berupa anggaran,
pendamping dan kegiatan.

3) Melaksanakan Penghentian penggunaan sumberdaya berupa anggaran,
pendamping dan kegiatan

4) Jawaban 1 & 2
S) Jawaban [ & 3
6) Jawaban 2 & 3
7 Jawaban 1,2 & 3
8) Tidak ada

5. Pada saat pelaksanaan program NTAADP atau PIDRA, Menurut Bapak/Ibu upaya
melakukan stabilisasi terhadap perubahan yang terjadi diakukan pada tahap yang apa
saja?

1) Pengurangan anggaran program

2) Pengalihan program kepada pihak lain.

3) Penghentian pendanaan program oleh pemerintah.
4) Jawaban 1 & 2

5) Jawaban 1 & 3

6) Jawaban 2 & 3

7) Jawaban 1,2 & 3

8) Tidak ada

6. Menurut Bapak/Ibu, kegiatan yang bersifat pengembangan lebih lanjut dilaksanakan
pada tahap mana saja dari daftar berikut ini?
1) Tahap pengurangan anggaran program
2) Tahap pengalihan kepada pihak lain.
3) Tahap Penghentian pendanaan program oleh pemerintah.
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4) Jawaban 1 & 2
5 Jawaban 1 & 3
6) Jawaban 2 & 3
I)) Jawaban 1,2 & 3
8) Tidak ada

IHi. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI

1. Pada saat monev aspek perencanaan pelaksanaan Progam NTAADP/PIDRA, menurut
Bapak/Ibu apa yang pernah dimonitoring dan dievaluast ?
1) Rencana pengurangan anggaran/personil/cakupan program
2) Rencana pengalihan/penyerahan pengelolaan program kepada
pihak/lembaga/institusi lain
3) Rencana Penghentian pengelolaan program kepa pihak/lembaga/institusi lain
4) Jawaban 1 & 2
5) Jawaban 1 & 3
6) Jawaban 2 & 3
1)) Jawaban 1,2 & 3
8) Tidak ada

2. Pada saat monev aspek pengembangan kemitraan dan keterkaitan lokal Progam
NTAADP/PIDRA, menurut Bapak/Ibu apa yang pernah dimonitoring dan dievaluasi ?
1) Akibat dari pengurangan keterlibatan masyarakat/L.SM/atau tenaga pendmping
2) Akibat dari pengalihan kemitraan/kerjasama pengelolaan program dengan pihak
lain

3) Akibat dari Penghentian pengelolaan program kepada pihak/lembaga/institusi
lain
4) Jawaban 1 & 2
5) Jawaban 1 & 3
6) Jawaban 2 & 3
7 Jawaban 1,2 & 3
8) Tidak ada

3. Pada saat monev aspek pembangunan organisasi dan kapasitas Sumber Daya Manusia
(SDM) Progam NTAADP/PIDRA, menurut Bapak/Ibu apa yang pernah dimonitoring
dan dievaluasi ?

1) Akibat dari pemgurangan pembinaan organisasi dan kapasitas SDM dalam
pelaksanaan program

2) Akibat dari pengalihan pembinaan organisasi dan kapasitas SDM dengan pihak
lain

3) Akibat dari Penghentian pembinaan organisasi dan kapasitas SDM kepada
pihak/lembaga/institusi lain

4) Jawaban | & 2

5) Jawaban 1 & 3

6) Jawaban 2 & 3
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7 Jawaban 1,2 & 3
8) Tidak ada

4. Pada saat monev aspek penggunaan sumberdaya lokal dan dari luar Progam
NTAADP/PIDRA, menurut Bapak/Ibu apa yang pernah dimonitoring dan dievaluasi ?

1) Akibat dari pengurangan penggunaan sumberdaya lokal dan dari luar dalam
pelaksanaan program

2) Akibat dari pengalihan penggunaan sumberdaya local dan dari luar dengan pihak
lain

3) Akibat dari Penghentian penggunaan sumberdaya local dan dari luar kepada
pihak/lembaga/institusi lain

4) Jawaban 1 & 2

5) Jawaban 1 & 3

6) Jawaban 2 & 3

7) Jawaban 1,2 & 3

8) Tidak ada

5. Pada saat monev aspek stabilisasi saat pengakhiran Progam NTAADP/PIDRA, menurut
Bapak/Ibu apa yang pernah dimonitoring dan dievaluasi ?

1) Akibat dari pengurangan aktivitas program terhadap kelancaran pelaksanaan
program selanjutnya

2) Akibat dari pengalihan aktivitas program terhadap kelancaran pelaksanaan
program selanjutnya

3) Akibat dari Penghentian aktivitas program terhadap kelancaran pelaksanaan
program selanjutnya

4) Jawaban 1 & 2

5) Jawaban 1 & 3

6) Jawaban 2 & 3

7 Jawaban 1,2 & 3

8) Tidak ada

6. Pada saat monev aspek pengembangan lebih lanjut Progam NTAADP/PIDRA, menurut
Bapak/Ibu apa yang pemah dimonitoring dan dievaluasi ?
1) Ada-tidaknya pengembangan lebih lanjut setelah dilakukan pegurangan program
2) Ada-tidaknya pengembangan lebih lanjut setelah dilakukan penglihan program
3) Ada-tidaknya pengembangan lebih lanjut setelah dilakukan Penghentian program
4) Jawaban 1 & 2
5) Jawaban 1 & 3
6) Jawaban 2 & 3
7 Jawaban 1,2 & 3
8) Tidak ada
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Berdasarkan pengamatan Bapak/Ibu terhadap program NTAADP/PIDRA, apakah penilaian

mengenai keberlanjutannya?
0) Tidak belanjut
1) Berlanjut

D. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden: ................

Alamat Responden: ..............

Pekerjaan ketika Program ada: ...

..................................

...................................

Silahkan lingkari nomor yang mewakili respon yang paling tepat bagi Bpk/Ibu terkait dengan

item berikut.

1. Usia (tahun) 2. Tingkat Pendidikan Tertinggi {3. Jenis Kelamin
1. Dibawah 20 1. Sekolah Dasar/sederajad ]. Pnia
2. 20-35 2. SMP/sederajad 2. Wanita
3. 36-50 3. SMA/sederajad
4. 51-65 4. Diploma
5. Di atas 65 5. Sarjana
4. Status Pernikahan 5. Jumlah Anak Yang Masih 6. Pekerjaan Tetap
Menjadi Tanggungan (Ketika Program
Berjalan)
1. Lajang 1. Tidak ada 1. Petani
2. Menikah 2. Satu 2. Pegawai Negeri Sipil
3. Janda/duda 3. Dua 3. Kepala Desa
3. Lainnya ........ccoeee.. 4. Tiga 4. Wiraswasta
5. Empat atau lebih 5. Lainnya .....ccccecvveennnee.
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Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
UNTUK PELAKSANA PROGRAM NTAADP/PIDRA
PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT
Sumbawa Besar, Januari 2013

1) Bagaimanakah  tahapan  perencanaan/pelaksanaan/evaluasi  Program
NTAADP/PIDRA,

2) Apakah program NTAADP/PIDRA ini dirumuskan oleh pemerintah
Kabupaten atau langsung dari Pusat

3) Sebelum program dilaksanakan (turun), pernahakah mengajak diskusi utusan
desa, kecamatan, instansi tekni di kabupaten untuk merumuskan tujuan
program sebelum program ini dilaksanakan. Jika pernah berapa kali diskusi
dilakukan, hal-hal apa saja yang didiskusikan?.

4) Sebagai LSM/Pemerintah desa, apakah anda terlibat dalam perencanaan
sebelum program ini dilaksanakan?.

5) Bagaimana pelibatan LSM/Pemerintah desa’kelompok masyarakat dalam
program NTAADP/PIDRA ini?

6) Sebelum program NTAADP/PIDRA ini dilaksanakan di desa, pernahkah
pemerintah desa diinformasikan bahwa aka nada program ini?.

7) Apakah dalam hal kemitraan antara pemerintah desa, pemerintah telah
disampaikan rencana kemitraan program NTAADP/PIDRA ini?, sebelum
program ini berjalan (dilaksanakan?).
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Lampiran 3
INDEKS PENILAIAN STRATEGI PENGAKHIRAN
Perencanaan
Derajat Strategi Pengakhi
No Komponen Strategi LR SeLrehgasnn Total
Pengakhiran . Tidak Ada 0
Rendah Sedang Tinggi
1 Inisiasi 29.2 19.4 14 50 100
2 Kemitraan 25 13.9 14 59.7 100
3 Pengorganisasi 27.8 20.8 4.2 47.2 100
4 Mobilisasi 25 11.2 6.9 56.9 100
5 Stabilisasi 22.2 13.9 4.2 59.7 100
6 Pengembangan 16.6 13.9 5.6 63.9 100
Jumlah 145.8 93.1 23.7 3374 600
Indeks 0.24 0.16 0.04 0.56 1.00
Pelaksanaan
Derajat Strategi Pengakhi
No Komponen Strategi s seLregE Total
Pengakhiran .. Tidak Ada
Rendah Sedang Tinggi
1 Inisiasi 26.4 15.2 5.6 52.8 100
2 Kemitraan 25 15.2 4.2 55.6 100
3 Pengorganisasi 34.7 13.9 4.2 47.2 100
4 Mobilisasi 37.4 12.6 5.6 44.4 100
5 Stabilisasi 27.8 11.1 4.2 56.9 100
6 Pengembangan 29.1 12.5 5.6 52.8 100
Jumlah 180.4 80.5 29.4 309.7 600
Indeks 0.30 0.13 0.05 0.52 1.00
Monev
Derajat Strategi Pengakhiran
No Komponen Strategi L CELTCE Total
Pengakhiran .. Tidak Ada
Rendah Sedang Tinggi
1 Inisiasi 29.2 8.3 4.2 583 100
2 Kemitraan 29.1 15.3 4.2 514 100
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3 Pengorganisasi 25 13.9 2.8 58.3 100
4 Mobilisasi 20.8 15.3 2.8 61.1 100
5 Stabilisasi 31.9 18.1 2.8 47.2 100
6 Pengembangan 36.1 16.6 4.2 43.1 100
Jumlah 172.1 87.5 21 3194 600
Indeks 0.29 0.15 0.04 0.53 1.00
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Frequency Table HASIL ANALISA FREKWENSI Lampiran 4
al
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valiid 1 4 5.6 56 5.6
2 8 14 1.1 16.7
3 9 125 125 292
4 4 56 5.6 347
5 5 6.9 6.9 41.7
6 5 6.9 6.9 486
7 1 14 14 50.0
8 36 50.0 50.0 100.0
Total 72 100.0 100.0
a2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
valid 1 2 28 28 28
2 8 111 111 13.9
3 8 111 111 250
4 4 56 56 306
5 5 6.9 6.9 375
6 1 1.4 14 389
7 1 14 14 403
8 43 59.7 59.7 100.0
Total 72 100.0 100.0
a3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valiid 1 5 6.9 69 69
2 8 11.1 111 18.1
3 7 97 97 27.8
4 6 83 8.3 36.1
5 4 56 56 417
6 5 6.9 6.9 486
7 3 42 42 52.8
8 4 472 472 100.0
Total 72 100.0 100.0
a4
Cumulative
Frequency Percent Vaiid Percent Percent
Valid 1 2 2.8 2.8 28
2 8 11.1 11.1 13.9
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a4
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
valid 3 8 11.1 111 25.0
4 2 28 2.8 27.8
5 4 56 5.6 333
6 2 2.8 2.8 36.1
7 5 6.9 6.9 431
8 41 56.9 56.9 100.0
Total 72 100.0 100.0
a5
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Vaiid 1 4 5.6 5.6 5.6
2 6 83 8.3 139
3 6 8.3 8.3 22
4 3 42 42 26.4
5 3 42 42 306
6 4 56 56 36.1
7 3 42 4.2 403
8 43 59.7 §9.7 100.0
Total 72 100.0 100.0
a6
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valid 1 2 28 28 28
2 7 97 97 125
3 3 42 42 16.7
4 2 28 28 19.4
5 4 56 56 250
6 4 56 56 306
7 4 56 56 36.1
8 46 63.9 63.9 100.0
Total 72 100.0 100.0
b1
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valid 1 6 8.3 8.3 8.3
2 6 83 83 16.7
3 7 97 9.7 264
4 5 6.9 6.9 33.3
5 3 42 42 375
6 3 42 4.2 417
7 4 5.6 5.6 47 2
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b1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
valid 8 38 52.8 528 100.0
Total 72 100.0 100.0
b2
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
valid 1 3 42 42 4.2
2 6 83 8.3 12.5
3 8 125 125 250
4 4 56 56 306
5 2 2.8 2.8 333
6 5 69 69 403
7 3 4.2 42 444
8 40 55.6 556 100.0
Total 72 100.0 100.0
b3
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valid 1 8 111 1.1 111
2 g 1255 125 236
3 8 11 1.1 347
4 3 42 42 389
5 3 42 42 43.1
6 4 56 56 486
7 3 42 42 528
8 34 472 472 100.0
Total 72 100.0 100.0
b4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Vaiid 1 6 8.3 83 83
2 11 153 153 236
3 10 13.9 139 375
4 3 42 42 417
5 3 42 42 458
6 3 4.2 42 50.0
7 4 5.6 56 556
8 32 4.4 444 100.0
Total 72 100.0 100.0
bs
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
vaiid 1 7 9.7 9.7 9.7
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bs
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valid 2 6 8.3 8.3 18.1
3 7 9.7 9.7 278
4 4 56 5.6 333
5 2 2.8 28 36.1
6 2 2.8 2.8 38.9
7 3 42 42 431
8 41 56.9 56.0 100.0
Total 72 100.0 100.0
b6
Cumulative
Frequency Percent | Valid Percent Percent
valid 1 5 6.9 6.9 6.9
2 9 12.5 125 19.4
3 7 97 97 292
4 4 56 56 347
5 3 42 42 389
6 2 2.8 28 417
7 4 56 56 472
8 38 528 528 100.0
Total 72 100.0 100.0
c1
Cumuiative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valid 1 4 56 56 5.6
2 8 111 1.1 16.7
3 9 12.5 12.5 292
4 3 42 42 333
5 1 1.4 1.4 347
6 2 2.8 28 375
7 3 42 42 417
8 42 58.3 58.3 100.0
Total 72 100.0 100.0
c2
Cumulative
frequency | Percent | Valid Percent Percent
valid 1 5 6.9 6.9 6.9
2 9 125 12.5 19.4
3 7 9.7 9.7 292
4 3 42 42 333
5 4 5.6 56 389
6 4 5.6 5.6 44.4
7 3 4.2 4.2 48.6
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c2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
vald 8 37 51.4 514 100.0
Total 72 100.0 100.0
c3
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
vaid 1 6 83 83 83
2 7 9.7 97 18.1
3 5 6.9 6.9 25.0
4 3 42 42 29.2
5 4 56 56 347
6 3 4.2 42 389
7 2 28 28 417
8 42 583 58.3 100.0
Total 72 100.0 100.0
c4
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valid 1 3 42 42 42
2 6 83 83 12.5
3 6 83 8.3 208
4 4 56 56 26.4
5 3 42 42 30.6
6 4 56 56 36.1
7 2 28 2.8 389
8 44 61.1 61.1 100.0
Total 72 100.0 100.0
c5
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 6 8.3 83 8.3
2 8 1.1 111 19.4
3 9 125 125 319
4 5 6.9 6.9 38.9
5 4 56 56 444
6 4 56 56 50.0
7 2 2.8 28 52.8
8 34 472 47.2 100.0
Total 72 100.0 100.0
cb
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valid 1 7 9.7 9.7 9.7
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c6
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Vald 2 9 125 12.5 222
3 10 13.9 139 36.1
4 4 56 56 417
5 4 5.6 56 472
6 4 56 56 528
7 3 42 42 56.9
8 31 431 43.1 100.0
Total 72 100.0 100.0
brj
Cumulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valid 0 40 55.6 55.6 55.6
1 32 444 444 100.0
Total 72 100.0 100.0
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Lampiran 5
HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara
Khaerul Hadi, SP, M.Si (Mantan Manajer PIDRA Kab. Sumbawa)
Tanggal Wawancara 14 September 2013 di Mataram

Ini program IFAD sebelumnya ada di India, di jatim namanya P2LK di Jatim. IFAD
ini mengkaji semua program pemberdayaan baru kemudian lahir PIDRA. Merupakan
modifikasi program pemberdayaan masyarakat miskin. PIDRA ini menekankan
partisipasi masyarakat. Mulai membentuk kelompok, fasilitator itu hanya
mengarahkan, memberikan pemahaman orga nisasi manajemen, manfaat. Difasilitas
oleh fasilitator.

Masyarakat desa menunjuk temannya untuk bisa saling tolong dalam kelompok, ini
disebut dengan Kelompok Afinitas.

Kenapa Memilih Sumbawa sebagai lokasi?. Penetapan lokasi hasil workhop tingkat
pusat di badan Ketahanan Pangan Pusat. Beberapa LSM yang diundang IFAD 1998.
Tahun 1998 dua kali workshop di Dompu dan Jatim. Di Jatim haslnya identifikas
program. Latar belakang lokasinya adalah lahan kering, penduduk miskin dan belum
pernah disentuh proyek/terisolir, SDM rendah, Infrastruktur terbatas. Ini latar
belakang penentuan lokasi. Hasil identifikasi di jatim, NTT dan NTB. Di NTB di
Sumbawa, dompu dan Bima. Hasil ini di workshopkan lokasi desanya atau penentuan
wilayah desa. Sumbawa ada 24 desa, Dompo 10 desa dan Bima 10 desa.

Apakah di Workshop ini sudah ada paket desain besar program IFAD ini?. Mulai
manajemen tingkat pelaksana dan hingga tingkat desa, direnanakan konsep
programnya menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. Artinya fleksibel.
Namun sesuai dengan tujuan visi misi PIDRA tetap ada konsep umum.

Siapakah yang mendesain tahapan program?, saya juga salah tim yang ikut dari
awal.

Ketika sampai di kabupaten? Apakah proposal desain program ini sudah siap?, lya
sudah siap. Merencakana sesuai dengan komponen program. Dan komponen program
ini sudah disiapkan memang dari IFAD workshop di tingkat pusat. Komponen pokok
program disusun sesuai hasil workhsop2 di tingkat daerah. Masukan-masukan
lapangan di workshopkan lahir komponen ini. Komopnen program ini lebih awal baru
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ada penentuan desa lokasi program. Jadi belum ada desa terpilih. Komponen program
ini sesuai dengan hasil survey awal, baik data sekunder di Bappeda, Statistik.

Apa saja komponen pokoknya? Pertama, Pengembangan partisipasi masyarakat
miskin dan kesetaraan gender, kedua pengembangan infrastruktur desa, ketiga
pengembangan kelembagaan masyarakat. Semua ini belum ada desa terpilih. Desa
telah terpilih berdasarkan desa sekunder secara umum. Baru dilakukan identifikas
desa. Misalnya Sumbawa dari data sekudner 41 desa awalnya. Setelah disurvey dan
identifikas desa maka desa yang layak hanya 24 desa.

Apakah komponen program sudah jadi setelah desa terpilih?. Komponen program
setelah penentuan 24 desa terpilih. Berdasarkan komponen program desa 41
diidentifikas menjadi 24 desa.

Ketika workshop penentuan komponen program?. Sudah di tunjuk pelaksana oleh
Menteri Pertanian melalui Badan Ketahanan Pusat. Sebelum Badan Ketahanan
Pangan namannya Badan Bimas Ketahanan Pangan. Peserta workshop penentuan
komponen program yakni sekretaris Bimas Kabupaten, Tim Bimas Kabupaten, Tim
Bimas Provinsi, Pusat, LSM (1 prov, dan 3 Kabupaten). 3 LSM itu yang hadir yakni
LP2L.SM Sumbawa, Dompu dan Bima, jadi masing-masing kabupaten.

Workshop di pusat menentukan pedoman umum program IFAD termasuk komponen
program secara umum. Kemudian dilakukan workshop di daerah untuk mentukan
petunjuk pelaksana komponen program secara spesifik. Setiap tahapan yang mau
dirancang dilakukan workshop. Yang terlibat dalam workshop penyusunan petunjuk
pelaksana yakni LSM, Bimas Kabupaten/prov dan pusat, penyuluh tokoh masyarakat,
tokoh perempuan, tokoh pemuda dari desa yang ditentukan awal 40 desa.

Adakah pemerintah Kab menawarkan konsep usulan ke IFAD nya?. Peran pemkab
adalah koordinasi untuk mendukung program IFAD. Kemudian dukungan Komitmen
dalam bentuk memberikan sharing pendanaan pembangunan di desa. Ada APBD
yang dikucurkan di wilayah desa-desa PIDRA tidak ada batasan berapa persen
dukungan anggaran APBD nya.

Apakah program PIDRA pernah menyampaikan sosialisasi lama program. Iya
masyarakat disampaikan tahapan program melalui fasilitator.
Struktur Program PIDRA di kabupaten yakni: Manajer PIDRA, dibawah manajer

PIDRA ada Asisten 4 orang (program pak syam, asisten administrasi — pak mus,
asisten infrastruktur — pak .... dan asisten monev — pak thalif).

Fase I selama 4 tahun (2000 — 2004) lembaga pendamping ZES (Zona Eksklusif
Ekonomi) dan fase II (2004 — 2008) Yayasan Sendiri.
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Untuk memperkuat Kelompok Mandiri (KM) secara ekonomi maka dibentuk
Federasi di masing-masing desa. Setiap desa 10 KM sehingga di 24 desa akan
disiapkan 240 KM. sejak 2001 sudah ada KM dan sejak 2004 sudah terbentuk
Federasi. Maka di 2008 sudah terbentuk kelembagaan koperasi yang perubahannya
dari federasi. Ini tidak dipaksakan dan kelembagaan koperasi untuk mempermudah
akses financial.

Metode Evaluasi KM. Evaluasi dilakukan secara berkala 2x setahun. Termasuk
evaluasi matching grand, siapa kelompok yang berprestasi diberi suntikan modal dari
IFAD. Evaluasi dilakukan oleh fasilitator, PPL, Asisten Program, Asisten Manajer
serta pendamping. Matching grand per KM Rp 3 - 5 juta untuk kelompok baik, Rp 1
— 2 juta untuk kelompok criteria sedang. Evaluas matching grand 2 tahun sekali.
Yang melakukan evaluasi monitoring juga dari Komisi Pelaksana Kabupaten.

Bentuk exit strategi IFAD:

e Menekankan pada peran Pemda untuk melanjutkan program yang sudah
berjalan

e Memberikan dana sharing dari APBD.
Bentuk exit strategi Pemda:

e Adanya dana sharing

e Konsolidasi dari program dalam daerah,

Salah satu bentuk phasing out, pada tahun 2007 dilakukan pertemuan para Bupati di
wilayah kerja PIDRA. Dimana dipertemuan tersebut adanya Komitmen Bupati
terhadap pola pelaksanaan PIDRA.

Tidak ada tahapan exit strategy:
¢ Akan tetapi hanya dart APBN selama 2 tahun (2008-2010)
e Phasing out: Loan tutup dan 2 tahun dari APBN

Proses diskusi dan penyusun rencana program PIDRA ini dilakukan sejak 1998 —
2000. Akan tetapi tidak dibicarakan eksplisit tentang exit strategy. Namun dalam
perkembangan sudah berjalan bagus baru muncul exit strategy, karena sayang kalau
kelompok yang sudah bagus tidak dilanjutkan.
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HASIL WAWANCARA
PENGURUS FEDERASI PIDRA DESA BATUDULANG
KEC. BATULANTEH SUMBAWA
Bapak Junaidi Zain Federasi Saling Salempat
Batudulang 21 September 2013

Di Desa Batudulang terdapat 9 KM dengan satu Federasi yakni Saling Salempat.
Federasi Saling Salempat terbagi menjadi dua yakni Koperasi Saling Salempat
(Abdul Manan) dan Koperasi Amanah (Dusun Punik Ketua A. Rahman). Alasannya
karena jarak tempuh antara Dusun Punik dan Dusun Batudulang yang cukup jauh.
Sampai saat ini KM Tunas Harapan mash ada rapat.

KM Sinar Arabika, telah membagi asset dan bubar dengan rapat terakhir September
2013. Karena banyak yang tidak bayar bunga dan pinjaman KM tersebut.
Pemberlakuan sanksi hanya diawal terbentuk KM. Dana KM dipakai untuk
kepentingan lain yang tidak disepakati serta banyaknya tunggakan. Sekarang tidak
ada lagi kelompok PIDRA yang aktif di Desa Batudulang. Setelah PIDRA selesai
2008, tidak ada lagi kunjungan fasilitator ke desa.

“Masyarakat aktif di KM PIDRA saat ada pendamping”

PIDRA itu bagus konsepnya tetapi setelah tidak ada pendamping, maka KM bubar
pelan-pelan. Pengurus KM tidak lagi membuat buku laporan, sudah tidak ada lagi
control. Kalau selama ini ada pendamping, maka KM tetap terkontrol.

HASIL WAWANCARA
Ir. Edy Isnaini. Menurut Ir. Edy Isnaini,
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Sumbawa:,
Sumbawa Besar, Agustus 2012

Bagaimanakah tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaaluasi Program PIDRA

e Perencaanan PIDRA ketika sebelum adanya kantor Ketahanan Pangan, sehingga
fokus kami melakukan monitoring terhadap kelembagaan PIDRA misalnya KM
dan federasi.

e Pembiayaan monitoring kami berasal dari APBD Sumbawa sejak selesainya
PIDRA di Sumbawa. Monitoring dilakukan oleh tim dalam kantor ketahanan
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pangan dengan melibatkan Dinas Pertanian, yang hasilnya ada dalam laporan
kami (bisa menghubungi staf yang menangani hal tersebut).

Bagaimana pelibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan PIDRA
serta pasca PIDRA

e Setiap tim kami ke kelompok kami tetap melaporkan ke pemerintah
kecamatan dan pemerintah desa. Akan tetapi dibeberapa kelompok
nampaknya ada yang tidak berjalan dengan benar sehingga kelembagaan
PIDRA mulai gak aktif.

¢ Hal itu karena adanya manajemen kelompok yang tidak terbuka, pertemuan
sudah mulai jarang dilaksanakan meskipun tim monitoring dating akan tetapi
tidak bisa setiap bulan ke kelompok.

e Bahkan untuk di Federasi, jika tidak ada dana dari pemerintah kegiatan
federasi-federasi yang ada tidak berjalan. Bahwa dikatakan juga
ketergantungan Federasi setelah selesainya program pada dana pemerintah
masih ada. Di beberapa tempat outlet pemasaran produk kelompok sudah
banyak yang tutup atau tidak aktif.

Atau ada yang salah dengan pola kemitraan pelaksanaan PIDRA selama ini
sehingga banyak kelompok tidak aktif.

¢ Bisa saja terjadi. Mungkin ini bisa menjadi masukan buat kami.

HASIL WAWANCARA
Syarif Mustaan tenaga pendamping BUMDes LKM (UPKD pada NTAADP)
Sumbawa Besar, 26 Januari 2014

Menurut Anda bagaimana tahapan perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi
NTAADP
e Konsep NTAADP sangat baik, prosesnya sangat lama dan panjang. Saya tidak
tahu kenapa bisa banyak UPKD yang kemudian bubar. Padala pelatihan,
monitoring selama program berjalan sangat baik.
e Melibatkan banyak sektor, ada Dinas Peternakan, Perkebunan, Pertanian,
Bagian Ekonomi Pemda, Bappeda serta kalangan LSM.

Atau pembentukan kelompoknya ada yang kurang baik, misalnya tidak melibatkan

masyarakat desa
e Tetap melibatkan, bahkan disitu ada peran fasilitator desa.
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Tapi faktanya ada banyak UPKD yang bubar setelah NTAADP selesai.

Itu saya kita kenyataannya. Kita posisi sebagai tenaga pendamping setelah
selesai NTAADP tidak lagi intense membina karena prosesnya kembali pada
Tim di Pemerintah.

Dibanyak UPKD penggunaan anggaran menjadi mulai tidak jelas setelah
NTAADP selesai.

Bahkan terdapat juga dana-dana UPKD pada Desa Plampang dan Desa Lopok
yang setelah NTAADP selesai hingga sekarang, dana bergulir tersebut tetap
dikelola sebagai dana pribadi pengurus UPKD. Bahkan banyak kasus desa-
desa lain yang UPKD-nya telah bubar anggarannya juga hilang. Bubarnya
akibat pengurus yang tidak transparan bahkan akibat tidak adanya tenaga
pendamping yang mengawal transisi setelah NTAADP selesai.”

Kalau sekarang kita lihat ada BUMDes LKM itu hanya kasusistik. Bukan
merpakan bagian dari rencana dalam program NTAADP.

Diselamatkannya beberapa UPKD yang menjadi BUMDes LKM karena
adanya proses fasilitasi oleh GTz Profi serta Bappeda Sumbawa sehingga
dana-dana bekas UPKD dapat dikembangkan menjadi dana bergulir hingga
saat 1.

HASIL WAWANCARA

Abdul Gani mantan manajer UPKD NTAADP Desa Boal Kec. Empang

[Lamenta Sumbawa, Wawancara 27 Januan 2014

Bisa diceritakan bagaimana pelaksanaan UPKD dulunya

Dulu pelaksanaan NTAADP kemudian muncul UPKD sangat banyak
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena masyarakat merasa ada tempat
pinjam uang di desanya dalam jumlah yang relative banyak kala itu. Jumlah
bervariasi. Bahkan ada juga kelompok-kelompok ternak yang difasilitasi oleh
NTAADP.

Di Kecamatan Empang saja cukup banyak desa yang mendapatkan NTAADP
misalnya Desa Empang Atas, Desa Empang Bawah, Desa Boal, Desa Jotang,
Desa Ongko, Desa Batulanteh dan Desa Lab. Jambu

Dari sekian banyak ini hanya Desa Lab. Jambu yang saya dengar masih
berjalan hingga sekarang.

Mengapa itu terjadi. Mengapa desa lainnya tidak seperti Lab. Jambu

(narasumber tertawa..)

Atau kenapa UPKD bapak kemudian tidak berlanjut.

Salah satu yang menyebabkan bubarnya NTAADP Desa Boal yakni karena
adanya pemekaran desa. Dimana Desa Boal telah mekar menjadi 3 desa yakni
Desa Lamenta, Desa Boal dan Desa Gapit. Sehingga pengurus dan perangkat
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desa kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan asset UPKD. Bahkan
menurutnya akibat banjir besar yang melanda beberapa desa yang kemudian
menghilangkan arsip-arsip UPKD.

e Disamping memang bekerja di UPKD sebagai tenaga administrasi
memerlukan keterampilan sementara staf sebelumnya sudah tidak bekerja lagi
di UPKD sehingga kami kesulitan untuk bekerja.

e Tapi banyak hal yang membuat UPKD-UPKD tersebut tidak aktif. Tapi
Pemda harus tegas dan membina kami termasuk nasib dana yang sudah lama
digulirkan.

Apakah Bapak pernah mendengar selama NTAADP berjalan, bahwa NTAADP
memiliki exit strategy atau strategi pengakhiran. Misalnya bagaimana proses setelah
NTAADP selesai. Karena program ini tidak akan selamanya di Sumbawa.
e Secara jelas saya tidak mengetahui kalau ada hal itu. Tapi bahwa NTAADP
akan berakhir kami tahu.

Apakah karena lemahnya kemitraan antara pemerintah desa dengan kelompok
sehingga UKPD banyak yang bubar.
e Semestinya pemerintah desa ikut bertanggungjawab terhadap masa depan
UPKD. Termasuk juga pemerintah kabupaten. Karena dana yang dikucurkan
cukup besar yang dikelola oleh UPKD.
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